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BUPATI CIANJUR, 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 31 
ayat (2) ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, 
perlu menetapkan Peraturan Bupati Cianjur tentang 
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Desa Tahun Anggaran 2025. 

1. Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 34 Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

2. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4846); 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang­ 
Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan 
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 
tentang Pembentukan Peraturan Perundang­ 
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran 
Negara Republik lndonesia Nomor 6801); 

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana 
telah cliubah untuk kedua kali dengan Undang­ 
Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan 
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 
tentang Desa (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2024 Nomor 77); 



5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta 
Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

6. Undang-Undang Nomor 97 Tahun 2024 tentang 
Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Baral (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 283, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 7039); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2014 ten tang Desa (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5539), sebagaimana telah dua kali diubah 
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 
Tahun 2019 ten tang Peruahan Kedua Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2019 Nomor 41 ,  Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6321); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 
tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5558), sebagaimana telah dua kali diubah 
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 
Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5864); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 
ten tang Pembinaan dan Pengawasan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6041); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6322); 

1 1 .  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 
2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611 ) ;  



Menetapkan 

12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah 
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 
tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa 
Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 1035); 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 4 
Tahun 2015 ten tang Desa (Lembaran Daerah 
Kabuoaten Cianjur Nomor 4 Tahun 2015 Nomor 
913); 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 10 
Tahun 2019 tentang Perubahan Alas Peraturan 
Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 
2016-2021(Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur 
Tahun 2016 Nomor 9); 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 1 
Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 35); 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 10 
Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2024 Nomor 67); 

17. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 73 tahun 2018 
tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak 
Asal Usu! dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di 
Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten 
Cianjur Tahun 2018 Nomor 73); 

18. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 97 Tahun 2018 
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran 
Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 97); 

19. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 6 Tahun 2024 
tentang Pedoman Sistem Transkasi Non Tonai Pada 
Pengelolaan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 
Pemerintah Desa (Serita Daerah Kabupaten Cianjur 
Tahun 2024 Nomor 392); 

20. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 99 Tahun 2024 
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita 
Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2024 Nomor 484). 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI CIANJUR TENTANG PEDOMAN 
PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 
BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2025. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

l. Kabupaten adalah Kabupaten Cianjur. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cianjur. 

3. Bupati adalah Bupati Cianjur. 

4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah 
organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten 
Cianjur. 



5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya 
disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset 
Daerah Kabupaten Cianjur sebagaimana dimaksud dalam Peraturan 
Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 09 Tahun 2013 tentang 
Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 

tentang Organisasi Pemerintah Daerah dan Pembentukan Organisasi 
Perangkat Daerah di Kabupaten Cianjur. 

6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya 
disingkat DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 
Kabupaten Cianjur sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah 
Kabupaten Cianjur Nomor 09 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga 
alas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi 
Pemerintah Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah 
di Kabupaten Cianjur. 

7. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah 
Kabupaten Cianjur. 

8. Carnal adalah carnal yang berada di Kabupaten Cianjur yang 
memirnpin dan mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan 
di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya 
memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati 
untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan 
menyelenggarakan tugas umum pemerintahan. 

9. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, 
selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang 
memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan 
mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat 
berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ a tau hak 
tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan 
Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebul dengan 
nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintahan Desa. 

1 1 .  Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain 
adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang 
anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan 
keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. 

12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang 
ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama 
Badan Permusyawaratan Desa. 

13. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat 
dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang 
yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. 

14. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD, adalah dana 
perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi 
Khusus. 

15. Dana Desa yang selanjutnya disingkat DD adalah dana yang 
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang 
diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk 
membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan 
pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan 
masyarakat. 



16. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang 
meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan 
pertanggungjawaban keuangan Desa. 

17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa selanjutnya 
disingkat RPJMDes adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa 
untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun. 

18. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDes, adalah 
penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa 
untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. 

19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut 
APBDes, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa. 

20. Penerimaan Desa adalah uang yang masuk ke rekening kas Desa. 

21.  Pengeluaran Desa adalah uang yang keluar dari rekening kas Desa. 

22. Pendapatan adalah semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun 
anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh 
Desa. 

23. Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban 
Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima 
kembali oleh Desa. 

24. Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar 
kembali dan/ a tau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik 
pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun 
anggaran berikutnya. 

25. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya 
disingkat PKPKD, adalah kepala Desa atau sebutan nama lain yang 
karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan 
keseluruhan pengelolaan keuangan Desa. 

26. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat 
PPKD, adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan 
keuangan Desa berdasarkan keputusan kepala Desa yang 
menguasakan sebagian kekuasaan PKPKD. 

27. Sekretaris Desa adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai 
unsur pimpinan sekretariat Desa yang menjalankan tugas sebagai 
koordinator PPKD. 

28. Kepala Urusan, yang selanjutnya disebut Kaur, adalah perangkat 
Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Desa yang 
menjalankan tugas PPKD. 

29. Kepala Seksi, yang selanjutnya disebut Kasi, adalah perangkat Desa 
yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan 
tugas PPKD. 

30. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening 
tempat penyimpanan uang pemerintah desa yang menampung 
seluruh penerimaan desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran 
Desa pada bank yang ditetapkan yaitu PT. Bank Pembangunan 
Daerah Jawa Barat dan Banten tbk. 

31.  Badan Usaha Milik Desa, se!anjutnya disebut BUMDes, adalah badan 
usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa 
melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa 
yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha 
lainnya untuk sebesar-besamya kesejahteraan masyarakat Desa. 



. ' 

32. 

33. 

34. 

35. 

36. 

37. 

38. 

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai 
kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat 
dipenuhi dalam satu tahun anggaran. 
Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan Desa 
dengan belanja Desa. 

Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pendapatan Desa 
dengan belanja Desa. 

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA 
adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran 
selama satu periode anggaran. 

Pengadaan barang/jasa Desa yang selanjutnya disebut dengan 
pengadaan barang/ jasa adalah kegiatan untuk memperoleh 
barang/ jasa oleh Pemerintah Desa, baik dilakukan melalui swakelola 
dan/ a tau penyedia barang/ jasa. 
Bantuan Langsung Tunai yang selanjutnya disebut BLT adalah 
bantuan yang dianggarkan dari Dana 'Desa yang diberikan setiap 
bulan selama 12 (dua belas) bulan. 
Keluarga Penerima Manfaat yang selanjutnya disebut KPM adalah 
keluarga miskin ekstrem dan miskin di desa yang ditetapkan melalui 
musyawarah desa khusus. 

BABllj 
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGG PENDAPATAN DAN 

BELANJA DESA 

Pasal 2 ! 
Pedoman Penyusunan APB Desa Tahun An. zaran 2025 meliputu : 
a. Sinkronisasi kebijakan Pemerintah I erah dengan kewenangan 

desa, RKP Desa dan kebijakan prioritas penggunaan Dana Desa 
Tahun 2025; 

b. Prinsip penyusunan APBDes; 
c. Kebijakan penyusunan APBDes; 
d. Teknis penyusunan APBDes; 
e. Teknis evaluasi Rancangan APBDes; dan 
f. Hal-hal khusus lainnya. 

Pasal 3 
pedoman penyusunan APBDes Tahun ggaran 2025 sebagaimana 
dimaksud pada Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan B pati ini. 



I 

BAB Ill 

KETENTUAN PENU UP 

Pasal 4 

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal iundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, m!1 erintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempa ya dalam Serita Daerah 
Kabupaten Cianjur. 

zzct.. 
BUPAT' CIANJUR, 

ttd/cap. 

HERMAN SUHERMAN 

Diundangkan di Cianjur 
pada tanggal 30 Desember 2024 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAN UR 

HUN 2024 NOMOR 478 


